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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NCIMOR 38 TAHUN 2O1S

TENTANG
URAIAH TUGA$, FUNGSI SAN TATA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAHG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat {2} Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2OAA tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara
ditegaskan bahwa Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-
masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah akan
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .24 Tahun 19s6 tentang Pembentukan
Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan
Pembentukan Propinsi sumatera utara, {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1103) ;

2- undang-undang Nomor 8 Tahun igz4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg74
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 pengganti undang-Undang Nomor g rahun 1g74 tentang
Pokck-Pokok Kepegewaian ilembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang...



MEI!]IUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS , FUNGSI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara ;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pernerintahan Daerah ;

3' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan pr"insip otonomi seluas-
luasnya dal:'n lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia
sebagaimana dimaksud daiam undang-Undang Dasar Negara Republik
lndcnesia Tahun 1945;

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara ;

5. lnspektorat adalah lnspektorat Provinsi Sumatera Utara ;

6. Kabupaten dan Kota acJalah Kabupaten dan Kota di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

7 - Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasil kegiatan
dengan tujuan agar orgariisasilkegiatan tersebut melaksanakan fungsinya
dengan baik dan dapat mencapaitujuan yang teiah ditetapkan ;

8. Pemeriksaan aejalah kegiatan untuk menilai dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan
seharusnya baik di bidang keuangan maupun dalam bidang
teknisloperasional ;

g. Sekretariat Da*rah adalah Sekr*tariat Daerah Pravinsi Sumatera Utara,
yang selanjutnya disebut Setdaprcvsu ;

i0.Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Provinsi Surnatera Utara,
yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu ;

1 1. lnspektur adalah seorang petugas dalam pengertian pada organisasi
fungsional 5rang bertugas me*yelidiki apakah pekerjaan dijalankan oleh
karyawan menurut syaralsyarat yang telah ditentukan dan menjaga agar
kualitas {barangi danlatau peke{aan yang dihasiikan tetap dan sesuai
dengan reneana ;

12. Sekretariatadalah Sekretariai pada inspekiorat Provinsi Sumatera Utara;
'!3" lnspektur Pembantu wilayah adalah lnspektur Pembantu wilayah di

lingkungan lnspektorat Pravinsi Sumatera Utara ;

14. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan lnspektorat Provinsi
Sumatera Utara;

15. Keiompok Jabatan Fungsionai adalah ienaga Fungsional auditor daniatau
Jabatan Fungsicnai lainnya pada lnspektorat Provsu.

BAB [...



BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN UR.AIAN TUGAS

Bagian Kesatu
lnspektorat

Pasal 2

{lilnspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan Bengawasan
terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
KabupatenlKota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah
Kabupaten/ Kota di bidang serta tugas pembantuan;

(2) lnspektorat Daerah, menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan Program pengawasan di bidang perumusan
kebijakan teknis di bidang lnspektorai pengawasan:

b. perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang pengawasan;
d. pelaksanaan Pelayanan Administrasi,
e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai

ciengan tugas dan fungsinya.

(3) lnspektur, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan
disiplin pegawai pada lingkungan lnspektorat ;

b. menyelenggarakan Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan
tugas dan fungsi lnspektorat ;

c. menyelenggarakan perumusan ian penetaFan kebijakan teknis
lnspektorat;

d. menyelenggarakan perumusan serta penetapan prograrn kerja dan
rencana pengawasan ;

e. menyelenggarakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis,
pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang
meliputi kesekretariatan serta pengawasan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan;

g. menyelenggarakan koardinasi kegiatan teknis operasional
pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

h. menyelenggarakan pembinaan pengawasan melipuii ketaatan,
eflsiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

i. menyelenggarakan pemberian peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah;

j. menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

k. menyelenggarakan...



k. menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kualiatas tata
kelola pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah ;

l. menyelenggarakan penetapan kebijakan atas hasil pemeriksaan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

m. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan dengan
KabupateniKota dan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan ;

h. menyelenggarakan hasil evaluasi pengawasan sebagai bahan
perumusan kebijakan ;

i. menyelenggarakan pemberian masukan Kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah Provinsi, sesuaitugas dan fungsinya ;

j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai
dengan tugas dan fungisnya ;

k. menyelenggarakan penetapan laporan dan pertanggung jawaban

atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat {1), ayat (2) dan ayat (3), lnspektorat dibantu :

a. Sekretariat;
b. lnspektur Pembantu Wilayah I ;

c. lnspektur Pembantu \,llilayah li ;

d, lnspektur Pembantu Wilayah lll ;

e.lnspektur Pembantu Wilayah lV;
f. lnpektur Pembantu Khusus ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Sekretariat dan lnspektorat Pembantu pada lnspektorat dipimpin oleh
seorang Sekretaris dan lnspektur Pembantu, Sub Bagian pada
Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu lnspektur di bidang
pefencanaan, evaluasi dan pelaporan Serta administrasi dan umum :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat, menyelenggarakan fungsi I

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan

penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Sekretariat;
b. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma,

kriteria penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat ;

c. penyelenggaraaninstruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat ;

d. penyelenggaraan...



d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat
dan lnspektorat;

e. penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi serta pengendalian
rencana dan program kerja pengawasan;

f. penyelenggaraan penghimpunan, pengeloiaan, penilaian dan
penyimpanan laporan hasii pengawasan aparat pengawasan
fungsional Daerah;

g. penyelenggaraan lnventarisasi, penyusunan dan koordinasi
penatausahaan proses penanganan pengaduan.

(3) Sekretaris mempuyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan
disiplin pegawai pada lingkup Sekretariat,

b. menyelenggarakan pemantapan data/bahan pada lingkup Sekretariat ;

c. menyelenggarakan penyusunan, standar, norma dan kriteria
pelaksanaan Ketatausahaan/administrasi dan naskah dinas ;

d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan program kerja Sekretariat
dan lnspektorat pembantu ;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan program kerja
pengawasan ;

f. menyelenggarakan penyusunan RPJM, Grand Desain, Rencana
Strategis, LAKIP. LKPJ dan LPPD Inspektorat;

g. menyelenggarakan geiar pengawasan daerah ;

h. menyelenggarakan pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan
kegiatan inspektorat;

i. menyelenggarakan pembinaan perpustakaan Kantor ;

j menyelenggarakan fasititasi rapat-rapat lnternal dan eksternal
lnspektorat;

k. menyelenggarakan keamanan, kenyamanan, kebersihan Kantor ;

L menyelenggarakan perawatan. pengadaan, pemeliharaan aset Kantor;
m. menyelenggarakan urusan Keprotokolan humas Kantor;
n. menyelenggarakan urusan rumah tangga Kantor, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
o. menyelenggarakan pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan

kegiatan lnspektorat;
p. menyelenggarakan penyusunan bahanldata pembinaan teknis

fungsional;
q. menyelenggarakan kesekretariatan yang meliputi administrasi

umum/ketatatausahan kepegawaian, dan keuangan ;

r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

s. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

u. menyelenggarakan penyusunan telahaan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;

v. menyelenggarakan pemberian masukan Kepada lnspektur, sesuai
tugas dan fungsinya ;

w. menyelenggarakan...



w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan lnspektur, sesuai tugas
dan fungsinya ;

x. menyelenggarakan penetapan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan,

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2i, Sekretaris dibantu oleh .

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan
penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian
Perencanaan ;

b, melaksanakan pengumpulan, dan penyajian bahan |data dalam bidang
perencanaan ;

c. melaksanakan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam bidang
perencanaan

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan pada program kegiatan
Subbagian Pereneanaan dan lingkup Sekretariat ;

e. melaksanakan koordinasi penyiapan rancangan peraturan perundang-
undangan;

f, melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan,
pendokumentasian dan pengolahan data pengawasan;

g, melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian bahan
perencanaan;

h. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan, perumusan dan
penetapan rencana stategis dan rencana kerja inspektorat ;

i. melaksanakan penyelenggaraan kerja Sama dan hubungan antar
lembaga dibidang pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perencanaan;

k. melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan, sesuai ketentuan
yang ditetapkan ;

L melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

m. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan
tugasnya;

n, melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan
tugasnya,

O. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

{2) Kepala...



i2) Kepala sub Bagian Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas;
a. melaksanakan pembinaan bimbingan, arahan dan persiapan

penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Sub Bagian Evaluasi dan
pelaporan 

;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajinan bahan/data
dibidang evaluasi dan pelaporan ;

c. menyelenggarakan penyusunan standar, norma dan kriteria
pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan ;

d. menyelenggarakan penyusuilan statistik kegiatan kantor ;

e. meiaksanakan persiepan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi
dan pelaoran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;f. melaksanakan pengkoordinasian evaluasi dan penyusunan
pelaporan, sesuai Standar yang ditetapkan ;

g. melaksanakan Kerjasama dan Kemitraan dalam mengevaluasi dan
pelaporan 

;

h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
lnspektorat;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan 

;

i melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan lnspektorat;
k. melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian kegiatan

evaluasi dan pelaporan ;

l. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan pelaksanaan kegiatan
evaluasi dan pelaporan ;

m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;

n. melaksanakan persiapan pengkajian pelaporan , sesuai ketentuan
Beraturan perundang-undangan 

;

o. melaksanakan persiapan gelar pengawasan, sesuai ketentuan
peratu ran perundang-undangan 

;

p. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan
tugasnya ;

q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan
Kabupaten/Kota;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan
tugasnya;

s. melaksanakan persiapan penyusunan laporan cian
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar
yang ditetapkan.

(3) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan
penegakkan disiplin pegawai pada Sub Bagian Adminstrasi dan
Umum ;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dibidang
administrasi dan Umum ;

c, melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan
Subbagian Administrasi dan Umum ;

d. melaksanakan...



t.

melaksanakan penyusunan standar, norma dan krlteria pelaksanaan
adminisirasi dan Umum;
melaksanakan pengelolaan urusaR kelembagaan, ketatalaksanaan,

sesuai Standar yang ditetapkan ;

melaksanakan pengelolaan administrasi dibidang ketatausahaan
pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, dan dukumen
penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan adrninistrasi
perjalanan dinas, sesuai Standar yang ditetapkan ;

melaksanakan pengelolaan urusan adminstrasi kepegawaian dalam
penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, pengembangan
dan kesejahteraan pegawai;
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan
perbendaharaan, sesuai Standar yang ditetapkan ;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan administrasi dan
umum. keuangan dan kepegawaian;
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait ;

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan kantor ;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;

meiaksanakan pemberian masukan kepada seki'etaris. sesuai bidang
tugasnya ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai bidang
tugasnya ;

0. meiaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
lnspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 5

(1)lnspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu
lnspektur dalam melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang administrasi umum pada Satuan Perangkat
Daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan
pemerintahan di bidang administrasi umum Pemeritah KabupatenlKsla;

(2i Untuk melarcsanak-an tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
lnspektur Pembantu llVilayah I menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan arahan kepada
pegawailauditor pada lingkup lnspektur Pembantu Wilayah I ;

b. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan
di Wilayah I dalam bidang pemerintahan umum, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c. penyeienggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan ;

d. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan Standar, ncrma
dan kriteria peiaksanaan pengawasan, sesuai standar yang berlaku ;

d.

g.

h.

j.

k.

t.

m.

n.

f. penyelenggaraan



f. Benyeiengga!-aan perneriksaan, pengujian, evaluasi, mcnitroing, reviu
dan peniiaian ir.rgas pengawasan, sesuai ketentuan peraiuran
perundang-undangan;

g, penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai
Standar yang ditetapkan.

(3) lnspektur Pembantu Wilayah I mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan
penegakkan disiplin kepadalpegawai auditor pada lingkup lnspektur
Pembantu \Idilayah I ;

b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kerja
lnspektur pembantu Wilayah l;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan
diWilayah l;

d. menyelenggarakan dan mengusulkan program kerja lnspektur
Pembantu Wlayah l, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan diWilayah l;

f. menyeienggarakan pengawasan bidang pemerintahan/umum;

g. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah I bidang
pemerintahan Umum;

h. menyeienggarakan perneriksaan, pengujian dan penilaian tugas

Bengalvasan diWilayah l, sesuai ketentuan yang berlaku ;

i. menyeienggarakan Bemantauan, evaluasi dan review kegiatan
lnspektur Pembantr.: Wilayah I;

j. menyelenggarakan perigkocrCinasian peiaksanaan pengawasan'Ji
Wilayah t;

k. menyelenggarak*i'i Resurne hasil pelaksag:aan pengawasan, sesuai
ketentuan yang b*rlaku,

i. rnenyelenggaraka* pembi*aan pengautesaR, sesua! bidang tugas
dan fungslnya ;

m. menyelenggarakan kacrdinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja
terkait;

n. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan delarn pengambilan kebljakan;

0. menyelenggarakan pemberian masukan kepada lnspektur, sesuai
iugas dan fungsinya ;

p. menyelengagarakan tugas lain yang diberikan lnspektur, sesuai iugas
dan fungsinya ;

q. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban

atas pelaksnaaen iugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan'

(4) Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan
yang menjadi objek pemeriksaan lnspektur Pembantu Wilayah I

ditetapkan dengan Keputusan/penugasan lnspektur.

Bagian Keempat...
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Bagian Keempat
lnspektur Pembantu Wilayah ll

Pasal 6

{1) lnspektur Pembantu Wilayah ll mempunyai tugas membantu
lnspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang aparatur/kepegawaian dan pelaksanaan
pembinaan, pengawasan urusan pemerintahan di bidang
aparatur/kepegawaian pada Satuan Perangkat Daerah, serta Pemerintah
Kabupaten i Kota.

{2i Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lnspektur Pembantu Wilayah ll menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan
disiplin pada lingkup lnspektur Pembantu Wilayah ll ;

b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kegiatan
pengawasan diWilayah ll dalam bidang aparaturl kepegawaian;

c. penyelenggaraan pengkajian bahan/data kebijakan pengawasan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. penyelenggaraan penyusunan Siandar, norma dan kriteria
pengawasan dalam bidang aparaturlkepegawaian ;

f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu

dan penilaian iugas pengawasan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. penyelenggaraan koardinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai
Standar yang ditetapkan.

(3) lnspektur Pembantu Wilayah ll, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan persiapan
penegakkan disiplin kepada pegawai auditor pada lingkup lnspektur
Pembantu Wilayah ll ;

b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan
pengawasan pada wilayah ll ;

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma
dan kriteria dalam pelaksanaan pengawasan pada wilayah ll ;

d. menyelenggarakan pengkajian program kerja lnspektur pembantu
Wlayah ll;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di
Wilayah ll;

f. menyelenggarakan dan mengusulkan program kerja lnspektur
Pembantu Wilayah ll, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. menyelenggarakan pengkajian bahanldata pengawasan diWilayah ll;

h. menyelenggarakan pengawasan bidang aparaturl kepegawaian;
l. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah ll bidang

aparatur/kepegawaian ;

j. menyelenggarakan. ".
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j- menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan peniraian tugas
pengawasan di wilayah ll, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. menyelenggarakan penyiapan resume hasir peraksanaan
pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyelenggarakan koardinasi dan kerjasama pada unit kerja terkaii ;

m. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan review kegiatan
lnspektur Pembantu Wilayah ll;

n. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengawasan di
wilayah ll ;

o. menyeienggarakan pengkoordinasian peiaksanaan pengawasan di
Wilayah ll;

p. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

q. menyelenggarakan pemberian masukan kepada lnspektur, sesuai
tugas dan fungsinya ;

r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan lnspektur, sesuai dengan
tugas dan fungsinya ;

s. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(4) KabupatenfKota, dan satuan kerja perangkat Daerah serta
Desa/Kelurahan yang menjadi objek pemeriksaan inspektur Pembantu
Wilayah l! ditetapkan dengan Kepuiusan/penugasan lnspektur.

Bagian Kelima
lnspektur Pembantu Wilayah lll

Pasal 7

(1) lnspektur Pembantu Wilayah lll mempunyai tugas membantu
lnspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan dibidang keuangan dan aset pada Satuan Kerja
Pemerintah Provlnsi Sumatera Utara serta pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset di
Pemerintah Kabupaten/Kota;

{2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lnspektur Pembantu Wilayah lll, menyelenggarakan fungsi :

penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan
penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup lnspektur
Pembantu Wilayah lll ;

penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program kegiatan
pengawasan diWilayah lll dalam bidang Keuangan dan Aset;
penyelenggaraan pengkajian bahan pengawasan,sesuai ketentuan
peraturan perunciang-u nciangan ;

penyelenggaraan penyusunan Standar, norma dan kriteria daiam
bidang pengawasan pada lingkup tugas lnspektur pembantu wilayah
ilt ;

penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. penyelenggaraan...

b.

d.

e.
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f . penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring,
review dan penilaian tugas pengawasan;

g. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai
Standar yang ditetapkan.

(3) lnspektur Pernbantu Wilayah lll mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan
penegakkan disiplin kepada pegawailauditor pada lingkup lnspektur
pembantu wilayah lll ;

b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan
pengawasan pada wiiayah ill ;

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma
dan kriteria daiam peiaksanaan pengawasan pada wilayah lll ;

d. menyelenggarakan pengkajian program kerya lnspektur pembantu
Wilayah lll;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di
Wlayah lll;

f. menyelenggarakan dan mengusulkan perencanaan dan program kerja
lnspektur Pembantu Wilayah lll, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. menyelenggarakan pengkajian bahanldata pengawasan di Wilayah
ilt;

h. menyelenggarakan pengawasan bidang keuangan dan aset, sesuai
Standar yang dietetapkan ;

i. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah lll bidang keuangan
dan Aset.;

j. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan di Wilayah lll;

k. menyeienggarakan penyiapan Resume hasil pelaksanaan
pengawasan, sesuai keteniuan peraturan perudang-undangan;

l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan reviu kegiatan
lnspektur Pembantu Wilayah lll;

m. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di
Wlayah lll;

n. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lnstansi terkait;
o. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
p. menyelenggarakan pemberian masukan kepada lnspektur, sesuai

tugas dan fungsinya ;

q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan lnspektur, sesuai tugas
dan fungsinya ;

r. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(4i KabupatenlKota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
Desa/Kelurahan yang menjadi objek pemeriksaan lnspektur Pembantu
Wlayah lll ditetapkan dengan Keputusanlpenugasan lnspektur.

Bagian
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Bagian Keenam
lnspektur Pembantu Wilayah lV

Pasal I
{1} lnspektur Pembantu Wilayah lV mempunyai tugas membantu lnspektur

dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraksanaan urusan
pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial pada satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi sumatera Utara serta
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di
bidang kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupatenl Kota;

i2) uniuk meiaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud paeia ayat {1}
lnspektur Pernbantu lttfilayah lV menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraa* pernbinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan
disipiin kepada pegawai pada lingkup lnspektur Pembantu Wilayah
IV;

b. penyeienggaraan perencanaan dan program kegiatan pengawasan di
Wla;rah lV dalam bidang Kesejahteraan Sosial ;

c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan;
d. penyeienggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. penyelenggaraan penyusunan cian penyempurnaan Standar, norma
dan kriteria pengawasan bidang kesejahteraan sosiai ;

f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, moniioring,
review dan penilaian tugas pengawasan;

g. oenyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai
Standar yang ditetapkan.

(3) lnspektur Pembantu Wilayali lV mempunyai uraian tugas .

a. menyeienggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan
penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup lnspektur
Pembantu Wilayah lV;

b. menyelenggarakan pengumpuian dan pengolahan dataibahan
pengawasan pada wilayah lV;

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurRaan Standar, norma
dan kriteria daiam peiaksanaan pengawasan pada Wilayah iV;

d. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan ieknis pengawasan di
Wilayah iV;

e. menyelenggarakan dan mengusulkan program kerja lnspektur
Pembanlu Wilayah !V, sesuai keter:tuan peraturan perundang-
undangan ;

f. menyelenggarakan pengkajian bahanldata pengawasan di Wilayah
lV sesrrai ketentuan nerafrrren nenrndenc-irnrlancan:' r -'---' 'g -.-'---'-s--'t

g. Menyelenggarakan penawasan bidang Kesejahteraan Soslal, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. rnenyeienggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah lV bidang
Kesejahteraan Sosiai. ;

i. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas
oengawasan diwilayah lv; 

j. menyerenggarakan
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j- menyelenggarakan penyiapan Resume hasil pelaksanaan
pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan review kegiatan
lnspektur Pembantu Wilayah lV;

l. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di
Wilayah lV;

m. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lnstansi terkai ;

n- menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pefiimbangan dalam pengambilan kebijakan;

o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada inspektur, sesuai
tugas dan fungsinya ;

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan inspektur, sesuai tugas
dan fungsinya ;

i. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

{4) KabupatenlKota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, DesalKelurahan
yang menjadi objek pemeriksaan lnspektur Pembantu wilayah lv
ditetapkan dengan Keputusan/penugasan lnspektur.

Bagian Ketujuh
lnspektur Pembantu Khusus

Pasal 9

(1) lnspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu lnspektur
dalam melaksanakan pengawasanl pemeriksaan, pengusutan dan
pengujian ierhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan
strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lnspektur Pembantu khusus, rnenyeienggarakan fungsi :

penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai
pacia lingkup lnspektur Pembantu khusus ;

penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan dalarn bidang
lnspektur pembantu khusus ;

penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan penanganan
kasus dan pengaduan masyarakat, sesuai Standar yang ditetapkan ;

penyelenggaraan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam
bidang pengawasanlpemeriksaan, pengusutan dan pengujian kasus
dan pengaduan ;

penyelenggaraan perumusan kebrjakan dan fasilitasi penanganan
kasus dan pengaduan;
penyelenggaran penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

{3i Untuk...

seuan Kerla; yerlg dttefapke- den$an peraturan Gubernur, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi lnspektorat Daerah Pravinsi Provinsi Sumatera Utara
sesuai dengan keahlian masing-masing;

h

d,

e.

f.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 061,1-438,1(tahun/Tahun 2AA2 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja lnspektorat Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakin
tidak berlaku;

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal t4 l\Ei \oto
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